
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalarn Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Tarnbahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

bahwa dalarn rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Ka bu paten Tapanuli Utara Nomor O 1 Tahun 2021 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATITAPANULIUTARA, 

PERATURAN BUPATI TAPANULIUTARA 
NOMOR ot TAHUN 2021 

TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATITAPANULIUTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

• 

Mengingat 

.Menimbang 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Norn or 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahu n 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli 
Utara; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 
2019 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bad an 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara; 

• 
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10.000.000.000 
---''-------- 

10.000.000.000 

220.699.521.797 

346.882 .200 

88.941.945.113 

91.208.214.779 

37.752.479.705 

2.450.000.000 

1.002.578.492 .553 

69.207.839.063 
1.530.000.000 

618.172.833.477 
313.667.820.013 

2. Belanja Daerah 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja pegawai sejumlah ............... Rp. 
2) Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp. 

sejumlah ......................................... 
3) Belanja Hibah sejumlah ................... Rp. 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 

sejumlah ........................................... 
Total Belanja Operasi ........................ Rp. 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Belanja Modal Tanah Rp. 

sejumlah ......................................... 
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 

sejumlah ......................................... 
3) Belanja Modal Gedung dan Rp. 

Bangunan sejumlah ....................... 
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Rp. 

Irigasi sejurnlah .............................. 
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 

sejumlah ........................................ 
Total Modal ...................................... Rp. 

c. Belanja Tidak Terduga 
1) Belanja Tidak Terduga sejumlah ..... Rp. 

Total Belanja Tidak Terduga ............. Rp. 

1.338.912.320.845 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah . . . . . . . Rp. 
b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 

sejumlah . ------------··------- 
Jumlah Pendapatan Rp. 

13 l .358.390.527 
l .133.397.387.636 

74.156.542.682 

Pasal 1 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021. 

• 

Menetapkan 
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khusus; 
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan; 

3. Lam pi ran III 

2. Lampiran II 

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pernbiayaan;; 
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerirna, dan Besaran 
Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerirna, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat 

• 

1. Lampiran I 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tapanuli Utara ini terdiri 
dari: 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan Rp. 180.949.982.113 
b. Pengeluaran Rp. 11.871.039.500 ~-=-~~~~~~ 

Pembiayaan Netto...... Rp. 169.078.942.613 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0 
Tah un Berkenan . 

1.507.991.263.458 
( 169.078.942.613) 

Jumlah Belanja Daerah........................ Rp. 
Surplus/ (Defisit) Rp. 

274.713.249.108 Total Belanja Transfer....................... Rp. 

2.859.432.808 
271.853.816.300 

d. Belanja Transfer 
1) Belanja Bagi Hasil sejumlah . . . .. .... .. . Rp. 
2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 

sejumlah . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapanuli Utara. 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

• 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan 
Gas Bumi-: Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan 
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara. 

10. Lampiran X 
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• 

• 
ALBOIN 
Pembina Tk.I (IV /b) 
NIP. 19640615 198403 1 003 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE 
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR ~ 

Dto,- 

Diundangkan di Tarutung 
pada tanggal .t.9 ~ 01 - 2..t).2..1 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, 


